PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 64 TAHUN 2006

TENTANG ,

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN KOTA
DAN PEMAKAMAN ¢

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001
Tentang PembentukanKota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom
dan untuk menciptakan Kota Pagar Alam menjadi bersih serta

indah;

b. Bahwa dibidang kebersihan dan keindahan kota yang dapat
menimbulkan permasalahan perkotaan schingga perlu pengaturan
dan penertiban;

¢. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b
diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999/ Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997/ Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah s
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota
Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115); -




Menetapkan

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomeor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis
mengenai dampak lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara
RI Tahun 1999 Nomor 3838);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan
Kwalitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
RI Tahun 2001 Nomor 153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

Dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

KEBERSIHAN, KEINDAHAN KOTA DAN PEMAKAMAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam;
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
Kota adalah Kota Pagar Alam.
Pemilik adalah setiap orang atau badan hukum yang berdasarkan
hukum memiliki harta kekayaan;
Penghuni adalah setiap orang yang memakai dan atau menguasai
sesuatu bangunan atau pekarangan atas nama pribadi maupun atas
nama badan hukum;
Persil adalah sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat
bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya,
milik pribadi atau badan hukum, termasuk parit, selokan, pagar
dan riool didalam/ diluar persil;
Bangunan adalah setiap bangunan yang berada diatas persil yang
dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya,
milik pribadi atau badan hukum, termasuk kantor, gardu listrik,
tempat-tempat pemberhentian bus dan bangunan lainnya;
Tempat sampah adalah wadah atau tempat yang telah ditentukan
oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan sampah;
Trotoar adalah lajur dipinggir jalan yang disediakan khusus untuk
pejalan kaki;
Sungai dan anak sungai adalah saluran air yang besar yang ada
pada umumnya menampung air kotor dan air hujan;
Saluran adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, riool,
saluran terbuka dan saluran tertutup;
Taman adalah sebidang tanah yang diperuntukkan bagi
penghijauan dan keindahan kota yang meliputi taman bunga,
taman bibit, jalur hijau dan taman-taman lainnya yan dibangun
dan dipelihara oleh Pemerintah Kota Pagar Alam;
Pohon pelindung adalah pohon-pohon yang ada pada umumnya di
taman pada kiri kanan jalan yangditanam dan dipelihara oleh
Pemerintah Kota Pagar Lam;
Sampah adalah semua jenis kotoran yang berasal dari penduduk,
warung, rumah, toko dan kantor dan badan usaha lainnya;
Portal adalah besi yang dipasang membentang diatas pada pangkal
jalan, agar setiap jenis kendaraan dapat memasuki jalan tersebut;
Pedagang minuman atau makanan keliling adalah pedagang
minuman atau makanan yang tidak mempergunakan suatu tempat
yang tetap;
Retribusi adalah pendapatan daerah sebagai pembayaran atas
pemakaian kekayaan daerah;
Wajib retribusi adalah pribadi atau badan yang memuat peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi;
Petak tanah makam adalah tanah makam yang digunakan untuk
memakamkan jenazah yang berada ditaman pemakaman umum;
Plakat makam adalah tanda nisan terbuat dari beton bertulang;
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petak tanah setelah masa penggunaan tanah makam berakhir;
Jenazah adalah jasad/ orang meninggal dunia secara medis;
Jenazah orang terlantar adalah orang yang meninggal tanpa
diketahui identitas dan ahliwarisnya;

Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
Kantor Pemakaman adalah kantor pemakaman Daerah Kota Pagar
Alam;

Petugas kantor pemakaman yang berwenang adalah petugas
kantor pemakaman yang ditunjuk oleh Walikota Pagar Alam
melaksanakan tugas sehari-hari ditaman Pemakaman Umumm
(TPU);

Taman Pemakaman Umum adalah Taman Pemakaman Untuk
Umum yang berada dibawah pengurusan dan pengelolaan
Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;

Taman Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan
untuk tempat pemakaman yang karena faktor-faktor sejarah dan
faktor kebudayaan mempunyai arti khusus;

Blok tanah makam adalah bagian-bagian dari taman pemakaman
umum yang terdiri dari petak pemakaman;

Biaya pemakaman yang menjadi kewajiban, yapg dinyatakan
dengan surat keterangan dari Lurah;

Kreomatrium adalah tempat pembakaran jenasah, dan atau
kerangka jenazah;

Tempat penyimpanan abu Jjenazah adalah tempat Yang dibangun
dilingkungan krematrium dipergunakan untuk menyimpan abu
jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah;

Rumah duka adalah tempat penitipan jenazah sementara
menunggu pelaksanaan pemakaman dan atay perabuan jenazah
(kremasi).

BAB 11
LARANGAN DAN KEWAJBAN

Pasal 2

Pemilik atau penghuni suatu bangunan/ persil diwajibkan :

yang ada pada persil tersebut, termasuk tamannya, jalan masuk,
pekarangan, pagar, batas pekarangan, jembatan dan saluran-
saluran pembuangan atau riool yang ada diluar dan didalam
persilnya;
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Memagar persilnya dengan baik dan dikapur atau dicat dengan
rapi;

Tiap-tiap awal bulan Juni mengapur/ mengecatnya kembali,
demikianjuga dinding/ tembok bangunan pada sebelah luar
dengan baik dan rapi.

Pasal 3

Pemilik atau penghubi suatu persil yang terletak disepanjang
jalan, dimana sampahnya diangkut oleh Pemerintah Daerah,
diwajibkan menyimpan/ membuang sampahnya dalam kotak
sampah, kantong plastik, kardus dekat pintu halaman atau
bangunannya dan penyimpannya kembali pada tempat yang tidak
terlihat dari jalan;

Bentuk jenis dan ukurannya kotak sampah tersebut pada ayat (1)
diatas ditetapkan lebih lanjut olek Walikota;

Pemilik atau penghuni suatu persil, diwajibkan menigizinkan
petugas Pemerintah Daerah untuk memasuki pekarangan rumah
atau persilnya, bila oleh Pemerintah Daerah akan melakukan suatu
pekerjaan untuk kepentingan umum,;

Kewajiban-kewajiban tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) tersebut
diatas, sepanjang untuk kebersihan umum, maka kepada pemilik
atau penghuni suatu persil yang terlatak ditempat-tempat yang
sampahnya tidak diangkut oleh Pemerintah Dacrah,
diperkenankan untuk menimbun sepenuhnya itu dengan tanah
yang tebainya tidak kurang dari 10 Cm, didalam suatu lobang
yang jaraknya tidak kurang dari 4 m dari jalan, atau membuang
ketempat daerah antara jam 07.00 dan jam 16.00;

Pasal 4

Menyimpang dari ketentuan yang tersebut dalam pasal 3 (tiga)
Peraturan Daerah ini diperkenankan :

a.

Menampatkan sampah dari kebun dalam ikatan-ikatan yang
panjangnya tidak lebih dari satu meter dengan garis tengahnya
tidak lebih dari 0,4 meter didekat pintu halaman;

Memasukkan kotoran binatang, sisa bahan kerajinan atau

bongkaran dari bangunan-bangunan kedalam tempat berupa peti,

bak, keranjang atau tempat lainnya yang tertutup dengan daya

muat sebanyak-banyaknya 0,2 m’, serta diletakkan dimuka pintu
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sctiap bangunan atau oleh setiap bangunan atau halamen untuk
diangkat olch suatu penduduk.

Pasal 5

Pedagang dan pengusaha diwajibkan membersihkan dan membuang
sampahah‘batdaipdcujaamyahketempdsampahymgdisediahn
usahanya. :

Pasal 6

(1) Walikota dapat mepentukan hari dan jam untuk membersihkan
secara berkala bagi semua hasil, bangunan, jalan saluran dan

) Padawaktummbemibkmbexkaladimaksuddalamayat(l)diams
berlangsnngdanjikadipandmgperlu,semuabamngperabotan
and:Tanggajngapedengmpmtempattidmdapatdikehmkm
dari rumah untuk dijemur.

2. Menychar atsu menempelkan poster, slogan disepenjang jalan,
dwxpohon—polxmatwpundibEg\nmbanglmlamnyammn

b. Menguras septitank, scbelum kotoran dibuat tidak berbau terlcbih
dahulu dan kotoran dari hasil pengurusan tidak bolch dibuang
selahditempatyangsudahditmmkanolehWamcota;

c.Membakmhnnbukanmpahkeunlipadatempat—ﬁempat
pembakaran sampah;

d. Mombuang sampah atau barang-barang bekas dan bangkai
binatang dijalan sungai-sungai, got, ribool dan taman-taman;

e. Membuang sampah dari atas kendaraan di jalan-jalan;
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Menimbun barang-barang dengan tidak teratur dihalaman atau
lapangan lainnya;

Memanjat/ merusak pohon-pohon pelindung atau merusak pagar
dan tanaman serta bangunan-bangunan pada taman;

Mandi dan mencuci dikolam-kolam umum/ air mancur yang
dikelola oleh Pemerintah Kota Pagar Alam;

Menghentikan dan menjalankan kendaraan diatas lapangan
rumput atau pinggir jalan yang ditanami rumput;

Mencuci kendaraan dipinggir/ diatas jalan dan sekitar kolam
umum;

Meletakkan rangka-rangka/ rongsokan kendaraan atau lain-lain
barang rongsokan/ besi tua dipimggir-pinggir jalan atau ditanah-
tanah lapangan yang telah ditunjuk oleh Walikota;

Melepaskan ternak berkaki empat berkeliaran dijalan-jalan/
ditaman-taman;

Merintangi aliran air sungai atau saluran lainnya;

Menjemur pakaian/ barang sehingga mengganggu keapikan dan
keindahan.

Pasal 9

Pemilik atau penghuni suatu persil diwajibkan :

a.

Q)

Menabang pohon-pohon yang ada pada persiinya yang
dikhawatirkan akan tumbang dan mengganggu ketertiban;

Memangkas pohon-pohon dan pagar-pagar hidup pada persilnya
selambat-lambatnya satu minggu setelah meneria surat perintah
dari Walikota sesuai dengan ketentuan yang tersebut pada
peraturan daerah ini.

Pasal 10

Tanpa izin Walikota dilarang menjadi pemjaga kendaraan atau
usaha penjagaan kendaraan dijatan atau ditempat-tempat umum

lainnya;
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(2) Penjaga kendaraan yang telah mendapat izin seperti tersebut pada
ayat (1) diatas, diwajibkan memakai tanda-tanda yang jelas
menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota;

(3) Surat izin dapat dicabut apabila pemegangnya melakukan
pelanggaran terhadap yang tersebut dalam ayat (2) diatas atau
peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan itu;

Pasal 11
Dilarang :

a. Mendirikan pompa bensin atau menjual bensin dan bahan baker
lainnya dipinggir jalan, tepi sungai yang dapat mengganggu
ketertiban lalu lintas dan bahaya kebakaran;

b. Memperbaiki, menyimpan kendaraan dijalan dan trotoar;

Memarkir kendaraan diatas trotoar dan kaki lima;

Mendirikan tenda atau alat-alat lain sebagai tempat-tempat berjual

beli dijalan, termasuk trotoar dan kaki lima;

€. Menempatkan peti-peti, keranjang atau barang-barang bekas
lainnya dijalan dan trotoar;

f. Berolahraga atau bermain ditempat umum selain pada tempat-
tempat yang telah ditentukan untuk itu kecuali tanpa izin
Walikota;

& Membuang atau mendapatkan benda-benda apapun juga diatas
Jjalan yang dapat membahayakan lalu lintas dan mengganggu
ketertiban serta keindahankota;

h.  Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak
tutup-tutup riool, tanda-tanda batas peringatan, rambu-rambu
Jalan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, Pipa-pipa air, papan
nama jalan, lampu penerangan jalan, pagar jalan dan taman, portal
dan semua alat-alat sejenis itu tanpa izin Walikota.

e n

BAB I
TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 12

(1) Setiap orang yang meninggal dunia diwilayah daerah Kota Pagar
Alam harus dimakamkan ditempat pemakaman atau diabukan
sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing
oleh yang bersangkutan;

(2) Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini adalah :
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a. Taman Pemakaman Umum;
b. Taman Pemakaman Khusu;
¢. Tempat Penyimpanan abu jenazah.

Pasal 13

(1) Taman pemakaman umum dan taman pemakaman khusus dibagi
atas :
a. Bagian umat Islam, untuk orang-orang yang pada saat
meninggalnya beragama Islam;

b. Bagian umat Kristen, untuk orang-orang yang pada saat
meninggalnya beragama Kristen;

¢. Bagian umat Hindu, untuk orang-orang yang pada saat
meninggainya beragama Hindu;

d. Bagian umat Budha, untuk orang-orang yang pada saat
meninggalnya beragama Budha;

(2) Walikota Pagar Alam menunjuk bagian dari taman pemakaman
umum sebagai lingkungan tempat pemakaman tersendiri umtuk
memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia
menganut kepercayaan lain dari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini.

Pasal 14

Walikota menetapkan pembagian blok dan petakan tanah makam

untuk tiap-tiap taman pemakaman umum menurut tata letak dalam

taman pemakaman umum yang bersangkutan.
Pasal 15

(1) Ukuran perpetakan tanah makam adalah panjang maksimal 2,50
(dua lima puluh persen) m x 11,50 (satu lima puluh persen) meter;

(2) Walikota dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini apabila
terdapat pemakaman secara maksimal.

Pasal 16

Walikota Pagar Alam dapat mengarahkan pemakaman jenazah atas
dasar pembagian wilayah pemakaman (rayonisasi).
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Pasal 17

(1) Walikota Pagar Alam menetapkan lokasi untuk taman pemakaman
umum, taman pemakaman khusus, crematorium, tempat
penyimpanan abu jenazah dan rumah duka sesuai rencana umum
tata ruang daerah khusus ibu Kota Pagar Alam;

(2) Walikota dengan persetujuan Dewan menetapkan penutupan dan
perubahan peruntukan taman pemakaman umum, taman
pemakaman khusus dan crematorium beserta tempat penyimpanan
abu jenazah;

(3) Dengan mengingat akan nilai-nilai sosial agama yang ada pada
tanah makam, maka pemanfaatan perubahan peruntukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan
perioritas sebagai berikut :

a. Untuk memenuhi semua kebutuhan akan tanah makam dan
pembangunan prasarana dan sarana tanah pemakaman umum
selengkapnya;

b. Untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan agama;

. Untuk pembangunan prasarana dan sarana jalan umum dan
pembangunan umum;

d. Untuk pembangunan prasarana dan sarana bangunan umum
lainnya.

BAB IV
PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Pertama
Tata Cara Pemakaman

Pasal 18
(1) Setiap orang yang mennggal dunia yang akan dimakamkan atau
diabukan (kremasi) dalam wilayah daerah khususnya Kota Pagar
Alam dilaporkan kepada Lurah dan pusat kesehatan masyarakat
setempat serta Dinas Pemakaman;

(2) Jenazah yang akan dibawa keluar daerah Kota Pagar Alam harus
dilaporkan kepada Lurah setempat serta Dinas Kesehatan;
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(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) pasal ini harus
disampaikan oleh keluarga atau ahli waris atau pihak yang
bertanggung jawab atas jenazah yangbersangkutan.

Pasal 19

(1) Petugas pusat kesehatan masyarakat setempat mengadakan
pemeriksaan atas jenazah bersangkutan sehubungan dengan
laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan
pemeriksaan oleh petugas dinas kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 18 ayat (2) dan ayat (3);

(2) Pemeriksaa jenazah schagaimana dimaksud pada ayat (1) padal
ini, tidak perlu lagi bagi jenazah yang telah memiliki surat
keterangan pemeriksaan;

(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan (2) pasal ini dikeluarkan izin oleh dinas pemakaman untuk
tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan oleh
dinas kesehatan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
18 ayat (2);

(4) Untuk tujuan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) dalam
pasal ini dikeluarkan izin oleh Walikota.

Pasal 20

(1) Pemakaman jenazah dilakukan dalam jangka waktu 24 jam setelah
yang bersangkutan meninggal dunia;

(2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini maksimal 5 (lima) hari dan hanya dapat
dilakukan dengan izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk kecuali
bagi yang menderita penyakit menular;

(3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud ayat
(2) pasal mi harus disimpan dalam peti didalamnya berlapis seng
dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratan
ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

(1) Jenazah yang akan dimakamkan dibawa ke krematorium dan atau
rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau
usungan jenazah;

52



(2) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh dinas pemakaman.
Pasal 22

Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan pemakaman jenazah
orang terlantar atas beban biaya daerah.

Pasal 23

(1) Tiap petak tanah dj Taman Pemakaman Umum, harus
dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau
berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam;

(2) Tiap petak tanah makam dj Taman Pemakaman Umum
dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali apabila
keadaan tanahnya tidak memungkinkan;

(3) Pemakaman tumpangan dilakukan diantara Jenazah anggota
keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada izin
tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung
Jjawab atas jenazah yangditumpangi;

(4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan diatas atau disamping

(5) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah
dimakamkan minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Pasal 25
Tiap petak tanah makam diberi tanda nisan berupa plakat makam

dengan ukuran bagian atas 40 (empat pulyh) x 30 (tiga puluh) centi
meter dengan tebal bagian depan 10 (sepulu) centi meter dab bagian
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Bagian Ketiga
Waktu Pemakaman

Pasal 26

Waktu memakamkan, menggali, memindahkan dan menggabungkan
Jjenazah dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00
kecuali apabila Walikota/ Kepala Daerah atau pejabat yang tunjuk
mengijinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar kerangka waktu
dimaksud.

1)

@

M

2

0

@)

BAB IV
PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 27

Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ahli waris atau
pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan,
harus mendapat izin walikota atau pejabat yang ditunjuk;

Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah
lain untuk kepentingan mumum dapat dilakukan atas izin
Walikota.

Pasal 28

Penggalian jenazah untuk kepentingan penyelidik dilakukan
permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Walikota
atau pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan kepada
keluarga atau ahli waris;

Penggalian jenazah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, yang dilakukan sebelum Jjangka waktu 6 (enam)
bulan setelah pemakaman dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali
petugas yang bersangkutan.

BAB V
PEMELIHARAAN

Pasal 29

Pemeliharaan dan perawatan tanah pemakaman umum dilakukan
oleh kantor pemakaman;

Perawatan jenazah dapat dilakukan oleh kantor pemakaman;
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(3) Petugas dan penjaga taman pemakaman umum diatur dengan SK
Walikota Pagar Alam.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 30
Dilarang :

a. Memakamkan jenazah selain pada tempat pemakaman
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;

b. Mendirikan bangunan makam diatas petak tanahmakam,

¢.  Mendirikan, memasang, menetapkan, menggantungkan benda
apapun diamsamudidalampetaktanahmakamsertayangdapat
memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya, kecuali
plakat makam sebagaimana dimaksud dalam pasal 19;

d. Menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur;

€. Menanamkan pohon dipetak taman pemakaman umum kecuali
tanaman hias yang letak dan Jenisnya ditentukan oleh kantor
pemakaman.

BAB vII
TATA TERTIB DITAMAN PEMAKAMAN UMUM

Pasal 31

(1) Setiap orang yang berada ditaman pemakaman umum harus
berlaku tertib;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam.

BAB VIl
RETRIBUSI

Pasal 32
Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan penggabungan
(kremasi) setiap orang atau badan harus memenuhij kewajiban
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
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Pasal 33

(1) Besarnya retribusi izin penggunaan tanah makam adalah sebesar
Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

(2) Penggunaan kendaraan dan kelengkapanuntuk dalam kota sebesar
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB IX
PEMBAYARAN DAN PENETAPAN

Pasal 34

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhitung dengan
tidak tergantung pada adanya surat ketetapan retribusi.

Pasal 35

(1) Jika ternyata retribusi yang terhitung sebagaimana dimaksud
dalam pasal 34 dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar
menurut besarnya retribusi, ditetapkan karena jabatan oleh
Walikota, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya, selama
belum lewat 3 (tiga) tahun;

(2) Retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini ditambah satu kali dari jumlah retribusi yang kurang atau
dibayar;

(3) Walikota Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang
mengurangi atau membatalkan baik untuk seluruhnya atau untuk

sebagian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini,
berdasarkan kehilapan atau kelalaian yang dapat dimaafkan;

(4) Surat ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
berlaku ketentuan tentang penagihan retribusi daerah.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 36

‘Surat ketetapan retribusi dan tambahannya merupakan dasar
penanggihan retribusi.
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Pasal 37

Apabila retribusi yang terhitung pada satu Jjatuh tempo pembayaran
tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah retribusi yang
dibayar dikenakan denda 50% (lima puluh persen).

Pasal 38

Hak untuk melakukan penagihan retribusi termasuk denda administrasi
tambahan, kenaikan dan biaya penagihan.

Pasal 39

Tata cara penghapusan terhdap piutang retribusi yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota,

BAB X}
KEBERATAN

Pasal 40

(1) Wajib retribusi dapat mengajukankeberatmtelhadap ketetapan
retribusi dalam pasal 32 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal penetapan;

(2) Walikota Kepala Daerah menetapkan keputusan atay keberatan
yang diajukan;

(3) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan walikota kepala daerah
tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal
ini, maka kebaratan yang diajukan tersebut dianggap diterima;

(4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan
diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal

i

BAB XII
PEMBEBASAN

Pasal 41

Walikota Kepala Daerah dapat menetapkan pembebasan atau
pengurangan besarnya retribusi Yang tercantum dalam Peraturan Daera
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BAB XIH
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3 ayat (1),

pasalS,pasal6,pasal7,pasal8,pasal9,pasal 11 dan pasal 13
Peraturan daerah ini diancam pidans kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta rupiah);

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 13, 14, 20, 21
ayat (1) dan (2), 25 ayat (1), (2), dan 24, 25, 26, 27, 30 dan 31 dan
peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-
lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah);

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini adalah
pelanggaran;

Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
terhadap pelanggaran ketentuan pasal 24 dapat dikenakan biaya
penegakan hukum sebagian atau seluruhnya;

Walikota Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan dan biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

BAB X1V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

Walikota berhak memerintahkan untuk menyingkirkan,
membongkar barangyang sesuatu yang sudah dibangun dan
mencagah didirikan, atau diperbaiki kembali segala sesuatu yang
berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini;

Pembinaan dan pengendalian atas kepatuhan terhadap ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Daerah in ditugaskan pula kepada
Kepala Kantor Pemakaman, Dinas Kesehatan, Kantor Catatan
Sipil, walikota dan parapegawai yang diserahi tugas untuk itu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB XV
PENYELIDIK

Pasal 44

Setiap pejabat penyelidik umum yang bertugas menyelidik tindak
pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud
dalam peraturan daerah ini dapat dilakukanjuga oleh penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNSLD Tahun 1992 Nomor 43) Bidang
Pemakaman yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan
peraturanperundang-undangan yang berlaku;

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) padal ini, berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dariseseorang tentang
adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan;

¢. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal dari tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atay barang;
€. Mengambil sidik jari dan memotret sescorang;

f.  Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

g Mendatangkan orang  ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan ;

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan rkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
memberitahukan hl tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya;

j-  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggung jawabkan.
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BAB XV
KETENTUAN LAIN

Pasal 45

Walikota kepala daerah menetapkan pola pemakaman di daerah
Khusus Kota Pagar Alam.

BAB XV1
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

a. Semua tanah makam yang berada diluar pengawasa,
pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah, dinyatakan
berada dibawah pengus dan pengelolaan Pemerintah Daerah
kecuali tempat pemakaman yang berada dalam pengelolaan
pemerintah pusat;

b. Walikota Kepala Daerah melaksanakan perubahan
peruntukan tempat-tempat pemakaman umum sebagaimana
pada huruf a untuk kepentingan pembangunan umum
lainnya. Izin penggunaan petak tanahmakam yang diberikan
berdasarkan Peraturan Daerah yang lama tetap berlaku
sampai berakhirnya izin.

BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai peraturan
pelaksanaannya.

Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam
Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.
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Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 2006
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DTO
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